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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan airsoft gun
dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap
airsoft gun yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat,
baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan
pengawasan oleh Polri dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata
dan peruntukannya. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polri dalam
meminimalisir kejahatan penyalahgunaan airsoft gun adalan dengan
melakukan razia-razia terhadap siapapun dan toko-toko yang menjual,
karena, menjual atau memiliki harus izin dan sesuai peraturan.

2. Kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan
menyalahgunakan airsoft gun antara lain sulit untuk menyelidiki dan
mengungkapkan sindikat peredaran dan kepemilikan airsoft gun illegal,
masyarakat semakin mudah untuk mengakses atau memperoleh airsoft
gun, keterbatasan personil bidang pengawasan dan pengendalian senjata
api, pemilik/pemegang izin airsoft gun belum tentu berada di Yogyakarta,
dan kurangnya kesadaran pemilik/pemegang iziin airsoft gun untuk

memperpanjang izin airsoft gun.
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B. Saran
Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran
sebagai berikut:

1. Guna mengatasi penyalahgunaan airsoft gun, perlu mengkaji persoalan
airsoft gun secara komprehesif, baik dari sisi kebijakan, pengawasan
maupun pengunaanya.

2. Bagi pelaku penyalahgunaan airsoft gun harus ditindak dengan tegas
tanpa memperdulikan latar belakang atau strata sosial, sehingga tercipta

keadilan yang merata bagi masyarakat.
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